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INTISARI 

Judul skripsi ini adalah “deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana 

pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah” masalah dalam penelitian: 

Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim peninjauan Kembali 

menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam kasus pemalsuan 

akta Pelepasan Hak Atas Tanah? Apa yang menjadi alasan Hakim 

Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus 

pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah ? tujuan penulis dalam 

meneliti permasalahan adalah untuk mengetahui alasan Hakim 

Pengadilan Negeri dan Hakim peninjauan Kembali menjatuhkan 

putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta 

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi 

menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus 

pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Sifat penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni 

penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis 

tentang: Alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas 

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan alasan hakim 

Peninjauan Kembali membatalkan putusan mahkamah Agung dan 

menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan 

akta pelepasan hak atas tanah. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto 

penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian 

terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi 

hukum dan Kesimpulan penulis, Alasan Hakim Pengadilan Negeri: 

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta tidak 

memenuhi unsur-unsur dari dakwaan. Alasan Hakim Peninjauan 

kembali. -Adanya keadaan Baru (novum) berupa putusan mahkamah 

Agung Republik Indonenesia No:1250.K/Pid/2014. Alasan Hakim 

Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan karena: Perbuatan terdakwa 

merupakan tindak pidana dan Hakim Pengadilan Negeri telah salah 

menerapkan hukum. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 

dakwaan. Adapun saran yang dapat disampaikan dari penulis ini 

sebagai berikut : Diharapkan agar dilakukan sosialisasi yang berupa 

edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat tentang proses penerbitan 

akta sehingga tidak menimbulkan kerugian dan terjadinya penipuan 

terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan akta yang ada, Bagi 

penegak Hukum diharapkan kebijakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah dimasa yang akan 

datang di dalam hukum pidana diperlukan pembaharuan yang harus 

memerhatikan tentang formulasi peraturan atau pedoman dalam 

menerbitkan dan membatalkan sertifikat atau akta hak atas tanah. 

Kata Kunci: direktori putusan hakim, pemalsuan Akta Authentic, 

tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak tanah.



ABSTRACT 

 

The title of this thesis is "description of the settlement of criminal acts of 

forgery of land rights release deeds" problems in the study: Why did the 

District Court Judge and the Review Judge acquit the perpetrator in the 

case of forgery of the Land Rights Release Deed? What is the reason for 

the Cassation Judge to issue a criminal sentence against the perpetrator in 

the case of forgery of the Land Rights Release Deed? The author's 

purpose in researching the problem is to find out the reasons for the 

District Court Judge and the Review Judge to issue a criminal sentence 

against the defendant in the case of forgery of the Land Rights Release 

Deed and To find out the reasons for the Cassation Judge to issue a 

criminal sentence against the defendant in the case of forgery of the Land 

Rights Release Deed. The nature of the research used by the author in 

this study is descriptive, namely the author will explain completely, in 

detail, clearly and systematically about: The reasons for the District 

Court Judge to issue an acquittal The Supreme Court to issue a criminal 

sentence and the reasons for the Review Judge to overturn the Supreme 

Court's decision and issue an acquittal against the defendant in the case 

of forgery of the land rights release deed. The type of research conducted 

by the author is Normative Law research. According to Soerjono 

Soekanto, this research consists of research on legal principles, research 

on legal systematics, and research on the level of legal synchronization 

and the author's conclusion, Reasons of the District Court Judge: The 

defendant was not legally and convincingly proven guilty and did not 

meet the elements of the indictment. Reasons for the Review Judge. -The 

existence of a New situation (novum) in the form of a decision of the 

Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1250.K / Pid / 2014. 

The reason for the Cassation Judge to impose a criminal sentence 

because: The defendant's actions constitute a criminal act and the District 

Court Judge has applied the law incorrectly. The defendant's actions meet 

the elements of the indictment. The suggestions that can be conveyed 

from this author are as follows: It is hoped that outreach will be carried 

out in the form of education or learning to the public about the deed 

issuance process so that it does not cause losses and fraud on the basis of 

rights with existing evidence of deed ownership. For law enforcers, it is 

hoped that criminal law policies Regarding the criminal act of falsifying 

deeds of relinquishment of land rights in the future, reform is needed in 

the criminal law which must pay attention to the formulation of 

regulations or guidelines in issuing and canceling certificates or deeds of 

land rights. 
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